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KATA PENGANTAR

Putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi menjadi salah satu tumpuan dalam agen-
da pemberantasan korupsi di Indonesia. Putusan ini diharapkan dapat memberikan keadi-
lan kepada masyarakat akibat perilaku korup para pelakunya. Namun, dalam kenyataannya,
banyak hal yang harus diperbaiki oleh majelis hakim dalam menyempurnakan putusan yang
dijatuhkannya, salah satunya berkenaan dengan isu disparitas pemidanaan.

Permasalahan tersebut tentu tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan kebebasan dan ke-
mandirian yang dimiliki hakim. Tidak bisa dipungkiri, kedua hal ini memang merupakan
mahkota sang pengadil dan esensial dalam mempertimbangkan karakteristik dan keunikan
dari tiap-tiap perkara yang diadilinya. Namun, kebebasan dan kemandirian ini tetap harus
diberikan batasan agar vonis dan pertimbangan yang dijatuhkan hakim tetap berada dalam
kerangka rasionalitas dan sejalan dengan narasi keadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa negara telah menerapkan berbagai kebijakan
untuk merasionalisasikan penjatuhan vonis dan pertimbangan dalam suatu kasus. Kebijakan
tersebut dikenal sebagai pedoman pemidanaan (sentencing guideline) yang diterapkan di
Inggris maupun Amerika Serikat. Kebijakan lain diterapkan oleh Belanda untuk mengatasi
disparitas yaitu dengan panduan penuntutan (prosecutorial guideline), poin referensi yu-
disial tentang pemidanaan (judicial reference poin of sentencing), dan penyusunan bench-
mark atas kasus-kasus tertentu. Di sisi lain, Jerman memiliki mengembangkan margin/lee-
way theory dan pendekatan normal/average case (regelfall) sedangkan Australia memilih
menyusun guideline judgment dan mengembangkan benchmark seperti halnya di Belanda.
Sebelum mengadopsi atau bahkan melakukan transplantasi kebijakan tersebut, MaPPI FHUI
melakukan penelitian yang dipublikasikan dalam buku ini.

Penelitian yang dilakukan menawarkan narasi berbeda tentang pemaknaan dan pengukuran
disparitas pemidanaan pada tindak pidana korupsi, yang difokuskan pada Pasal 2 dan Pasal
3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sekitar 587 putusan ditelaah dan
dikategorisasi untuk mengetahui tren hakim tindak pidana korupsi dalam menjatuhkan hu-
kuman terhadap perkara-perkara di atas, Ketersediaan data ini menjadi bukti untuk men-
dukung perubahan kebijakan (evidence-based policy) penegak hukum, khususnya dalam
tindak pidana korupsi.

MaPPl FHUI juga mengindentifikasi berbagai kebijakan pada penegak hukum (Kejaksaan
RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Agung) untuk mengantisipasi disparitas
pemidanaan. Hal terpenting dalam upaya mengadopsi kebijakan negara lain untuk menga-
tasi permasalahan disparitas tersebut ialah mempelajari lebih dari sekedar substansi dan
bentuk kebijakannya. MaPPl FHUI juga berupaya mempelajari sejarah, karakteristik, dan
capaian tiap-tiap negara yang memiliki kebijakan-kebijakan yang menjawab isu disparitas
pemidanaan ini.

MaPPIl FHUI mengapresiasi dan berterima kasih terhadap pengetahuan dan masukan yang
diberikan oleh Gregory Churchill, Prof. Krisna Harahap, Djoko Sarwoko, Dr. Eva Achjani
Zulfa. (Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Agustinus Pohan (Fakultas Hukum Univer-



sitas Katolik Parahyangan), Dr. Mahmud Mulyadi (Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara), Dr. Nurini Aprilianda (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), Pusat Kajian Anti
Korupsi Universitas Gajah Mada (PUKAT UGM), Dr.Wisnu Baroto dan Hendro D. (Jaksa
pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejaksaan Rl), Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK), Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Mahkamah Agung RI, Penga-
dilan Negeri di DKI Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Lembaga
Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LelP), Institute for Criminal Justice
Reform (ICJR), dan Transparency International Indonesia (TII).

Penelitian ini juga dapat terlaksana dengan baik berkat kolaborasi produktif MaPPl FHUI
bersama PT. Indexa Imaji Hukum yang membantu proses indeksasi putusan pengadilan di
atas. Teknologi terkini yang PT. Indexa Imaji Hukum kontribusikan sangat memudahkan dan
mempercepat pengumpulan segala informasi penting pada putusan.

Sebagai penutup, MaPPl FHUI mengucapkan terima kasih kepada USAID-CEGAH atas se-
gala dukungan yang diberkan dalam penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini
dapat bermanfaat bagi penyusunan berbagai pembaruan kebijakan dalam pemberantasan
korupsi di Indonesia.
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